
a. bahwa pengaturan mengenai pendelegasian wewenang
dan pemberian kuasa kepada pejabat tertentu untuk
menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang
kepegawaian di Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan perlu dilakukan penyempuraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat
Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat­
Surat di Bidang Kepegawaian di Kementerian
Ketenagakerjaan;
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang

Sumpab/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

5. Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

6. Peraturan Pemerintab Nomor 32 Tabun 1979 ten tang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)

sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5467);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4193);
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11. Peraturan Pemeritah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4018) sebagaimana telah diubab dengan
Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 33,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

12. Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tabun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332)
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tabun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tabun 2000 tentang

Formasi Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tabun 2003 (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tabun
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4332);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar
Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor349);

-4-



16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

ten tang Tata cara mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 622);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1313);
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Pasal 1

DalamPeraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1. Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian

kewenangan oleh pejabat pendelegasi wewenang kepada
pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk

menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang
kepegawaian atas nama pejabat yang diberi delegasi
wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat
lainnya dalam lingkungan kewenangannya.

2. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang
berisikan pemberian wewenang dari pejabat pemberi

kuasa kepada pejabat penenma kuasa untuk
menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang

kepegawaian atas nama pejabat pemberi kuasa dan
pejabat yang telah menenma kuasa tidak dapat
memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.

3. Pejabatpendelegasiwewenangdan pejabat pemberi kuasa
adalah Menteri dan Pejabat pimpinan tinggi madya,
pimpinan tinggi pratama, dan administrator di
KementerianKetenagakerjaan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintah.

BAB r

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI

KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
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undangan kecuali tunjangan jabatan.
11. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang

mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya

sebagai PNS.
12. Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah

pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan
tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi
tetap berstatus sebagai PNS.

perundang-peraturanberdasarkanpenghasilan

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

7. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian PNSterhadap Negara.

8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan

organisasi negara.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan

dalam jangka waktu tertentu.

10. Masa Persiapan Pensiun adalah bebas tugas dari jabatan
untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan
menempuh Batas Usia Pensiun (BUP)dan mendapatkan
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Pasal3
Ruang lingkup pendelegasian wewenangdan pemberian kuasa
di bidang kepegawaianmeliputi:
a. pengangkatan dan pemberhentian CPNS;
b. surat pernyataan melaksanakan tugas CPNS;

Pasal 2
Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang

kepegawaian bertujuan untuk:

a. memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di
Kementerian; dan

b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas
bidang kepegawaiandi Kementerian.

13. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS
untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keahlian atau
keterampilan dalam jangka waktu tertentu untuk
mendapatkan ijazab/ gelar atau sertifikat, baik di dalam
maupun di luar negeri dengan biaya negara atau instansi

pemerintah lainnya, biaya negara asmg, badan
internasional, badan swasta nasionalJ internasional atau
lembaga pendidikan nasionalJ internasional.

14. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang kepada PNSuntuk mengikuti pendidikan yang
lebih tinggi guna mendapatkan ijazahJgelar atas biaya
sendiri.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah organisasi yang bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
danJatau tugas teknis penunjang Kementerian
Ketenagakerjaan.

16. Kementerianadalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 4

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan,

meliputi:

1) pengangkatan CPNS golongan III di Kementerian;

BABII

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANCPNS

c. sumpab /janji PNS;

d. kenaikan pangkat;

e. pengangkatan, pemindahan dan/ atau pemberhentian

dalam dan dari jabatan struktural;

f. pelantikan pejabat yang menduduki jabatan struktural;

g. surat pernyataan pelantikan, menduduki jabatan, dan

melaksanakan tugas;

h. kenaikan gaji berkala;

1. mas a persiapan pensiun;

J. pemberhentian PNS/pemberhentian dad jabatan negeri;

k. penyesuaian masa kerja;

1. jabatan fungsional tertentu;

m. pemberian atau penolakan izin perkawinan dan

perceraian;

n. cuti;

o. sur at perintah tugas perjalanan dinas ke luar negeri;

p. penetapan peserta diklat kepemimpinan;

q. kartu pegawai (karpeg) dan kartu isteri/ suami

(karis /karsu] serta tabungan asuransi pensiun (taspen);

r. jaminan kesehatan;

s. pemulihan nama baik;

t. pemindahan antar unit kerja dan antar instansi;

u. tugas belajar dan izin belajar; dan

v. perubahan keputusan.
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Pasa16
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Jenderal untuk menandatangani keputusan pemberhentian
CPNSdi Kementerian.

Pasal 5

Menteri memberikan kuasa kepada:
a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama

Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan
pengangkatan CPNSgolongan I dan golongan II menjadi
PNSyang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di

kementerian;
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama

Sekretaris Jenderal menandatangani usulan

pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa
percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di Kementerian;

c. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada
Biro Organisasi dan Kepegawaianatas nama Kepala Biro

Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
usulan pengangkatan CPNS.

2) pengangkatan CPNS golongan III menjadi PNS di
Kementerian;

3) pengangkatan CPNSgolongan III menjadi PNSyang
masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di
Kementerian.

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk
menandatangani keputusan, meliputi:
1) pengangkatan CPNS golongan I dan golongan II di

Kementerian; dan
2) pengangkatan menjadi PNS untuk golongan I dan

golongan II di Kementerian.
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Kepegawaian untuk
di unit Sekretariat

Kepala Biro Organisasi dan
pengambilan sumpahjjanji PNS
Jenderal;

a.

Pasa19
Menteri memberikan kuasa atas nama Sekretaris Jenderal
kepada:

BABIV
SUMPAHjJANJIPNS

Pasa18
Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk

menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi
CPNSgolongan IIIdi unit Sekretariat Jenderal.

masmg;
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

rnenandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas

bagi CPNSgolongan I dan golongan II di unit Sekretariat
Jenderal;

c. Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat
pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan I

dan golongan II di unit kerja masing-rnasing;
d. Kepala UPT untuk menandatangani surat pernyataan

melaksanakan tugas bagi CPNS di unit kerja masing­

masmg.

Pasal 7
Menteri mendelegasikan wewenang kepada:
a. Direktur JenderaljInspektur JenderaljKepala Badan

untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan
tugas bagi CPNS golongan III di unit kerja masing-

BABIII
PERNYATAANMELAKSANAKANTUGASCPNS
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Pasal 12

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi

dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk

menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS

golongan III di Kementerian.

Pasal 11

Menteri memberikan kuasa kepada:

a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk

menandatangani usulan kenaikan pangkat PNS golongan

IV[c ke atas di Kementerian;

b. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada

Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro

Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani

usulan kenaikan pangkat PNS golongan I sampai dengan

golongan IVIa di Kementerian.

Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan

tentang kenaikan pangkat PNS golongan IVI a di

Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat

PNS golongan I dan golongan II di Kementerian.

BABV

KENAlKANPANGKAT

b. Sekretaris Direktorat .Jenderal/ Sekretaris Inspektorat

Jenderal/Sekretaris Badan untuk pengambilan

sumpah/ janji PNS di unit kerja masing-masing.
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Pasal 15
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Jenderal untuk melakukan pelantikan terhadap pejabat
administrator dan pengawas di tingkat pusat dan UPT.

BAB VII

PELANTIKAN PEJABAT YANG MENDUDUKI

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14
Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri untuk menandatangani keputusan tentang
pengangkatan, pemindahan dan/ atau pemberhentian dalam

dan dari jabatan administrator di Kementerian.

Pasal 13
Menteri rnendelegasikanwewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan

tentang pengangkatan, pemindahan dan/ atau
pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas di
Kernenterian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk
menandatangani petikan keputusan pengangkatan,
pemindahan, dan/ atau pemberhentian dalam dan dari

jabatan pimpinan tinggipratama di Kementerian;
c. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada

Biro Organisasi dan Kepegawaianuntuk menandatangani
petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan

dan/ atau pemberhentian dalam dan dari jabatan
administrator dan pengawas yang ditandatangani oleh

Sekretaris Jenderal.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU

PEMBERHENTIAN

DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL
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Pasal 16
Menterimendelegasikanwewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat

pernyataan pelantikan, menduduki jabatan, dan
melaksanakan tugas bagi pejabat pimpinan tinggi
madya dan pimpinan tinggipratama di kementerian serta
pejabat fungsional tertentu jenjang madya dan jenjang

utama di unit Sekretariat Jenderal;
b. Direktur Jenderal/lnspektur Jenderal/Kepala Badan

untuk menandatangani surat pernyataan pelantikan,

menduduki jabatan, dan melaksanakan tugas bagi
pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional
tertentu jenjang madya dan jenjang utama di unit kerja

masing-masing;
c. Sekretaris Direktorat .Jenderal/Bekretaris Inspektorat

Jenderal/ Sekretaris Badan untuk menandatangani surat
pernyataan pelantikan, pernyataan menduduki jabatan

dan pernyataan melaksanakan tugas bagi pejabat
administrator dan pengawas serta pejabat fungsional

tertentu jenjang muda dan jenjang pertama di unit kerja

masing-masing;
d. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani surat pernyataan pelantikan,
menduduki jabatan, dan melaksanakan tugas bagi
pejabat administrator dan pengawas serta pejabat
fungsional tertentu jenjang muda dan jenjang pertama di
unit Sekretariat Jenderal;

BABVIII
SURATPERNYATAANPELANTIKAN, MENDUDUKI JABATAN

DAN MELAKSANAKAN TUGAS
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Pasal 18
Menteri mendelegasikan wewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat

pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat

pimpinan tinggi madya di kementerian, pejabat pimpinan
tinggi pratama, dan pejabat fungsional tertentu jenjang

madya dan utama di unit Sekretariat Jenderal;
b. Direktur Jenderaljlnspektur JenderaljBadan untuk

menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji

berkala bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat
fungsional tertentu jenjang madya dan utama di unit
kerja masing-masing;

BABIX

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 17

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Bagian yang

melaksanakan fungsi kepegawaian atas nama Sekretaris

Direktorat Jenderalj Sekretaris Inspektorat

JenderaljSekretaris Badan untuk menandatangani surat

menduduki jabatan dan melaksanakan tugas bagi pejabat

fungsional tertentu jenjang pelaksana pemula sampai dengan

jenjang penyelia di unit kerja masing-masing.

e. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada

Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani

surat menduduki jabatan dan melaksanakan tugas bagi

pejabat fungsional tertentu jenjang pelaksana pemula

sampai dengan jenjang penyelia di unit Sekretariat

Jenderal.
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Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat
fungsional umum golonganI sampai dengan golongan III
di unit kerja masing-rnasing.

InspektoratJ enderal/ SekretarisSekretaris

Pasal 19
Menterimemberikan kuasa kepada:

a. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada
Biro Organisasi dan Kepegawaianatas nama KepalaBiro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani

surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat
fungsional umum golongan I sampai dengan golongan III
di unit Sekretariat Jenderal;

b. Kepala Bagian yang melaksanakan fungsi kepegawaian

pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat
Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Badan atas nama

c. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk
menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional
umum golongan IV, dan pejabat fungsional tertentu

selain jenjang madya dan jenjang utama di unit
Sekretariat Jenderal;

d. Sekretaris Direktorat .Jenderal/Bekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat

administrator, pengawas, fungsional umum golongan IV,
dan pejabat fungsional tertentu selain jenjang madya dan
jenjang utama di unit kerja masing-rnasing;dan

e. KepalaUPTuntuk menandatangani surat pemberitahuan
kenaikan gaji berkala bagi PNSyang menduduki jabatan
struktural dan fungsional di unit kerja masing-masing.
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Kementerian.

kepada Sekretaris

keputusan ten tang

dan golongan II di

Menteri mendelegasikan wewenang

Jenderal untuk menandatangani

pemberhentian PNS golongan I

Pasal22

Bagian Kesatu

Pemberhentian PNS

BABXI

PEMBERHENTIANPNS/ PEMBERHENTIAN

DARIJABATANNEGERI

Pasa121

Menteri memberikan kuasa kepada:

a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk

menandatangani keputusan mas a persiapan pensiun

bagi PNS golongan IV/b;

b. Kepala Biro Organisasi Kepegawaian atas nama

Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan

masa persiapan pensiun bagi PNS golongan III di

Kemen terian.

Pasal20

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan

tentang mas a persiapan pensiun bagi PNS golongan IV/a

di Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani keputusan tentang masa persiapan

pensiun bagi PNS golongan I dan golongan II di

Kementerian.

BABX

MASAPERSIAPANPENSIUN
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Pasal 26

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani usulan dan

keputusan penyesuaian masa kerja PNS golongan IV di

Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani usulan dan keputusan penyesuaian

masa kerja PNS golongan III di Kementerian.

BABXII

PENYESUAIANMASAKERJA

Pasal 25

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri untuk menandatangani keputusan

pemberhentian dari jabatan negeri bagi PNS golongan III di

Kementerian.

Pasa124

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang

pemberhentian dari jabatan negeri bagi PNS golongan I dan

golongan IIdi Kementerian.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dari Jabatan Negeri

Pasa123

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri untuk menandatangani keputusan

pemberhentian bagi PNS golongan III di Kementerian.
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Pasa128
Menterimendelegasikan wewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan

tentang pengangkatan pertama, pengangkatan, alih
jabatan, perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional tertentu, pembebasan sementara,
pengangkatan kembali, kenaikan jabatan, pemberhentian

dari jabatan fungsional tertentu dan penyesuaian
tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional tertentu

penyelia dan jenjang muda;
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani keputusan tentang pengangkatan
pertama, pengangkatan, alih jabatan, perpindahan dari
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu,

pembebasan sementara, pengangkatan kembali,
kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan fungsional
tertentu dan penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat
fungsional tertentu jenjang pelaksana pemula sarnpai
dengan jenjang penyeliadan jenjang pertama.

Bagian Kesatu

Pengangkatan, AlihJabatan, Pembebasan Sernentara,
dan Pemberhentian

BAB XlII

JABATANFUNGSIONALTERTENTU

Pasa127

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Mutasi dan

Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian

atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani usulan dan keputusan penyesuaian mas a

kerja PNS golongan I dan golongan II di Kementerian.
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Pasa130

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi

Pengawas Ketenagakerjaan jenjang madya golongan IVIb

sampai dengan golonganIV/ c;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja

untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi
Pengawas Ketenagakerjaan jenjang pertama golongan

111/a sampai dengan jenjang madya golongan IV / a.

Paragraf Kesatu

Pengawas Ketenagakerjaan

Bagian kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal29

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri untuk menandatangani keputusan tentang

pengangkatan pertama, pengangkatan, alih jabatan

perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional

tertentu, pembebasan sementara, pengangkatan kembali,

kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan fungsional

tertentu dan penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat

fungsional tertentu jenjang pelaksana lanjutan dan jenjang

pertama.
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Pasa133
Menterimemberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk
menandatangani penetapan angka kredit bagi Instruktur
jenjang madya golonganIVIa sampai dengan golongan IV[c;

Pasa132
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi
Instruktur jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan
golongan III d, jenjang pelaksana lanjutan golongan IIIIa

sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan IIIIe
sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a
sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan

IIIIe sampai dengan golonganIIIId.

Paragraf Ketiga
Instruktur

Pasal31

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk menandatangani

penetapan angka kredit bagi Mediator Hubungan

Industrial jenjang madya golongan IVIb sampai dengan

golongan IV[c;

b. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi
Mediator Hubungan Industrial jenjang pertama golongan

IIIIa sampai dengan madya golonganIVIa.

Paragraf Kedua

Mediator Hubungan Industrial
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Pasal35

Menteri mendelegasikan wewenangkepada:
a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Penguji K3
AhliMadya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IVIb
dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV[c;

b. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk
menandatangani penetapan angka kredit bagi Penguji K3
Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, gol ruang 1111a
sampai dengan Penguji K3AhliMadya, pangkat Pembina,
golongan ruang IVIa.

Paragraf Keempat
PengujiKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasa134

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk menandatangani

penetapan angka kredit bagi Pengantar Kerja jenjang

madya golongan IVI a sampai dengan golongan IVIe;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk
menandatangani penetapan angka kredit bagi Pengantar
Kerja jenjang pelaksana golongan IIlb sampai dengan

golongan IIId, jenjang pelaksana lanjutan golongan IIIIa
sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan
IIIIe sampai dengan golongan IIIId, jenjang pertama
golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang

muda golongan IIIle sampai dengan golongan III/d.

Paragraf Keempat

Pengantar Kerja
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Pasal38

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Pranata

Komputer jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan

golongan II/ d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/ a

sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c

sampai dengan golongan III/ d, jenjang pertama golongan III/ a

sampai dengan golongan III/b, jenjang muda golongan III/c

sampai dengan golongan III/d, dan jenjang madya golongan

IV/ a sampai dengan golongan IV/c.

Paragraf Ketujuh

Pranata Komputer

Pasa!37

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Peneliti jenjang

pertama golongan !lIla sampai dengan golongan III/b, jenjang

muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d, dan

jenjang madya golongan IV/ a sampai dengan golongan IV/c.

Paragraf Keenam

Peneliti

Pasal 36

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi

Widyaiswara jenjang pertama golongan Ill/ a sampai dengan

jenjang Madya golongan IV/ c.

Paragraf Kelima

Widyaiswara
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Pasal41
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi

Dokter dan Dokter Gigijenjang madya golongan IVIa sampai
dengan golongan IV[c,

Paragraf Kesepuluh
Dokter dan Dokter Gigi

Pasa140
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan
Pereneanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk
menandatangani penetapan angka kredit bagi Litkayasa

jenjang pelaksana pemula golongan III a sampai dengan
jenjang penyelia golongan IIIId.

Paragraf Kesembilan

Litkayasa

Pasal 39
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan
Pereneanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Statistisi
jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golonganIIId,
jenjang pelaksana lanjutan golongan IIIIa sampai dengan

golongan III/b, jenjang penyelia golongan 1111e sampai dengan
golongan III/d, jenjang pertama golongan IlI/a sampai dengan

golongan III/b, dan jenjang muda golongan 1111e sampai
dengan golongan IIIId.

Paragraf Kedelapan
Statistisi
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Pasal44
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Perawat Gigi jenjang pelaksana

pemula golonganII/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai
dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan
III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang penyelia
golongan III/e sampai dengan golonganIII/d.

Paragraf Keduabelas
Perawat Gigi

Pasa143

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Perawat jenjang pelaksana

pemula golongan II/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai
dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan
III/a sampai dengan golonganIII/b, jenjang penyelia golongan
III/e sampai dengan golongan Ill/ d, jenjang pertama golongan
III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda

golonganIll/ e sampai dengan Ill/ d.

Paragraf Kesebelas

Perawat

Pasal42
Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Dokter dan
Dokter Gigi jenjang pertama golongan Ill/b sampai dengan

jenjang muda golonganIII/d.
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Pasa147
Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaianuntuk atas nama Sekretaris Jenderal untuk
menandatangani penetapan angka kredit bagi Pranata Humas

jenjang pelaksana golonganII/b sampai dengan golongan II/d,
jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan

golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/e sampai dengan
golongan II/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan

golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/e sampai
dengan golongan III/d.

Paragraf Kelimabelas

Pranata Humas

Pasal46

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi
Perekayasa jenjang pertama golongan 111/a sampai dengan
jenjang madya golongan IV/a.

Paragraf Keempat belas

Perekayasa

Pasa145
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Bidan jenjang pelaksana pemula

golongan II/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan
golongan II/ d, jenjang pelaksana lanjutan golongan Ill/ a
sampai dengan golongan III/b, dan jenjang penyelia golongan
III/e sampai dengan golongan III/d.

Paragraf Ketigabelas

Bidan
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Pasa150
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Pustakawan jenjang pelaksana
golongan II/b sampai dengan golongan II/ d, jenjang
pelaksana lanjutan golongan Ill/ a sampai dengan golongan
III/b, jenjang penyelia golongan Ill/e sampai dengan golongan
111/d, jenjang pertama golongan111/a sampai dengan golongan
III/b, dan jenjang muda golongan III/e sampai dengan

golongan III/d.

Paragraf Kedelapanbelas
Pustakawan

Pasal 49

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Analis Kepegawaian jenjang
pelaksana golonganIl/b sampai dengan golongan11/d, jenjang
pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan

III/b, jenjang penyelia golongan III/e sampai dengan golongan
III/d, jenjang pertama golongan lII/a sampai dengan golongan
III/b, dan jenjang muda golongan III/e sampai dengan

golonganIII/d.

Paragraf Ketujuh belas
AnalisKepegawaian

Pasa148
Menterimendelegasikan wewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan

angka kredit bagi Pereneana jenjang madya golongan

IV[e: sampai dengan golonganIV[c;
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani penetapan angka kredit bagi Pereneana
jenjang pertama golongan Ill/a sampai dengan golongan

III/d.

Paragraf Keenambelas

Pereneana
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Pasa153
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Inspektorat Jenderal untuk menandatangani keputusan
penetapan angka kredit bagi Auditor jenjang pelaksana
golongan II/b sampai dengan jenjang madya golongan IV/a.

Paragraf Keduapuluh satu
Auditor

Pasa152
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
penetapan angka kredit bagi Arsiparis jenjang pelaksana

golongan II/b sampai dengan golongan II/ d, jenjang pelaksana
lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang
peyelia golongan III/e sampai dengan golongan III/d, jenjang
pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang

muda golongan III/e sampai dengan golongan 111/d, dan
jenjang madya golongan IV/ a sampai dengan golongan IV/e.

Paragraf Kedua puluh
Arsiparis

Pasal 51
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi
Penerjemah jenjang pertama golongan III / a sampai dengan

jenjang madya golongan IV[c.

Paragraf Kesembilan belas
Penerjernah
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Pasal56
Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum a.n
Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan
penetapan angka kredit bagi Pengelola Pengadaan

Barang/.Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
IIIIa sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa
Madya,pangkat Pembina, golonganruang IVI a.

Paragraf Keduapuluh empat
PengelolaPengadaan Barang/ Jasa

Pasal 55
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
keputusan penetapan angka kredit bagi Analis Kebijakan
Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang

HI/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat

Pembina, golonganruang IVIa.

Paragraf Keduapuluh tiga
AnalisisKebijakan

Pasal54

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum a.n
Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan
penetapan angka kredit bagi Perancang Peraturan Perundang­
undangan jenjang perancang pertama, perancang muda dan

perancang madya.

Paragraf Kedua puluh dua
Perancang Peraturan Perundang-undangan
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Pasa158
Menteri memberikan kuasa kepada:

a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk
menandatangani:
1) pemberian atau penolakan permohonan izin untuk

melakukan perkawinan bagi PNS golongan III yang
akan beristeri lebih dari satu di Kementerian;

2) pemberian atau penolakan permohonan izin untuk
melakukan perceraian bagi PNS golongan II dan
golonganIIIyang menjadi penggugat di Kementerian.

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama
Sekretaris Jenderal untuk menandatangani:
1) pemberian atau penolakan permohonan izm untuk

melakukan perkawinan bagi PNS golongan I dan
golongan II yang akan beristeri lebih dari satu di
Kementerian;

2) pemberian atau penolakan permohonan surat izin
untuk melakukan perceraian bagi PNS golongan I
yang menjadi penggugat di Kementerian;

Pasal 57
Menterimendelegasikan wewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani pemberian

atau penolakan permohonan surat keterangan untuk
melakukan perceraian bagi PNSgolongan II dan golongan
IIIyang menjadi tergugat di Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk
menandatangani pemberian atau penolakan permohonan

surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi PNS
golongan I dan golongan II yang menjadi tergugat di

Kementerian.

BAB XIV

PEMBERlAN ATAU PENOLAKAN IZIN PERKAWINAN

DAN PERCERAIAN
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Pasal 59

Menteri mendelegasikan wewenangkepada:
a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani:

1) pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit
kurang dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat
pimpinan tinggi pratama di unit Sekretariat

Jenderal;
2) pemberian cuti besar dan cuti alasan penting bagi

pejabat pimpinan tinggi pratama, dan PNSgolongan
IVIc ke atas yang menduduki jabatan fungsional

tertentu;
3) pemberian cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari

bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, PNSgolongan
IVI c keatas yang menduduki jabatan fungsional

tertentu;
4) usulan pertimbangan cuti dan Pengaktifan kembali

cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan

IVIc ke atas;
5) keputusan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar

tanggungan negara bagi PNSgolongan IVIc ke atas.
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani:
1) pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit

bagi pejabat administrator, pengawas dan PNS
golongan II, golongan III sampai dengan golongan
IVIb yang menduduki jabatan fungsional di unit
Sekretariat Jenderal;

BABXV
CUTI

3) pemberian atau penolakan permohonan surat izin

untuk melakukan perceraian bagi PNS golongan I

yang menjadi tergugat di Kementerian.
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2) pemberian cuti besar dan cuti alasan penting kurang

dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat

administrator, pengawas dan PNS golongan II,

golongan III sampai dengan golongan IVIb yang

menduduki jabatan fungsional di Kementerian;

3) pemberian cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari

bagi pejabat administrator dan pengawas, PNS

golongan II, golongan III sampai dengan golongan

IVIb yang menduduki jabatan fungsional di

Kernen terian;

4) usulan pertimbangan cuti dan Pengaktifan kembali

cuti di luar tanggungan negara bagi PNS sampai

dengan golongan IVIb;

5) keputusan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar

tanggungan negara bagi PNS sampai dengan

golongan IVlb.
c. Direktur Jenderal/lnspektur Jenderal/Kepala Badan

untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti

bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari

bagi pejabat administrator, PNS golongan IVla dan

golongan IVIb yang menduduki jabatan fungsional di

unit kerja masing-masing;

d. Sekretaris Direktorat .Jenderal/ Inspektorat

.Jenderal/ Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan

Informasi untuk menandatangani pemberian cuti

tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14

(empat belas) hari bagi pejabat pengawas dan PNS

fungsional umum golongan III di unit kerja masing­

masmg;

e. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian untuk

menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin,

dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS

fungsional umum sampai dengan golongan III di unit

Sekretariat Jenderal;
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Pasal61
Menterimemberikan kuasa kepada:
a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk

menandatangani surat perintah tugas untuk perjalanan
dinas ke luar negeri bagi pejabat pimpinan tinggipratama
dan PNS fungsional golongan IVj c ke atas di
Kementerian;

BABXVI
PERJALANANDINASKELUARNEGERI

Pasa160

Menteri memberikan kuasa kepada:
a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk

menandatangani permohonan cuti ke luar negeri bagi
pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan PNS
golongan IVjb ke atas yang menduduki jabatan

fungsional tertentu serta PNSgolongan IVjb ke atas yang
tidak menduduki jabatan di Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama

Sekretaris Jenderal menandatangani permohonan cuti ke
luar negeri bagi pejabat pengawas dan PNSgolonganIVj a
ke bawah yang menduduki jabatan fungsional tertentu
serta PNSgolonganIVjake bawah yang tidak menduduki

jabatan di Kementerian.

f. Kepala Bagian yang membidangi fungsi kepegawaian
Sekretariat lnspektorat JenderaljSekretariat Direktorat

JenderaljSekretariat Badan untuk menandatangani
pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit
kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS fungsional
umum sampai dengan golongan II di unit kerja masing­

masing;
g. Kepala UPTyang di wilayahnya terdapat Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara, untuk menandatangani
pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit
kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS.
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Pasa164

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Mutasi dan

Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian

atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani usulan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu

Suami, dan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) bagi PNS di

Kementerian.

BABXVIII

KARTUPEGAWAI,KARTUISTERI/KARTU SUAMI,

DANTABUNGANASURANSIPENSIUN

Pasa163

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi

dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk

menandatangani surat perintah tentang penetapan PNS

sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk.

I, kepemimpinan Tk. IV, prajabatan, teknis dan fungsional di

Kementerian.

Pasa162

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Jenderal untuk menandatangani surat perintah tentang

penetapan PNS sebagai peserta pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan Tk. I, kepemimpinan Tk. II, teknis dan

fungsional di luar instansi Kementerian.

BABXVII

PENETAPAN PESERTA DIKLATKEPEMIMPINAN

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama

Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat

perintah tugas untuk perjalanan dinas ke luar negeri bagi

pejabat administrator, pengawas dan PNS fungsional

sampai dengan golongan IV/b di Kernenterian.
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Kementerian ke instansi lain atau sebaliknya.

dipekerjakan,

bagi PNS dari
mempekerjakan,

dan diperbantukan
pemindahan,
memperbantukan,

Pasal67
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris
Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang

Bagian Kesatu
Pemindahan Antar Instansi

BABXXI
PEMINDAHANANTARINSTANSIDAN

ANTARUNITKERJA

Pasal66
Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas
nama Menteri untuk menandatangani surat pernyataan

pemulihan nama baik bagi PNS di Kementerian yang telah
diyakini kebenarannya tidak terbukti melakukan pelanggaran
atau kejahatan yang pernah disangkakan kepadanya.

BABXX
PEMULIHANNAMABAlK

Pasa165
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro

Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani usulan
jaminan kesehatan bagi Menteri dan PNS di Kementerian.

BABXIX
JAMINANKESEHATAN
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Pasal71
Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani
keputusan tentang pemindahan PNS golongan I dan II antar

unit di Kementerian.

Pasal 70

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris

Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang

pemindahan PNS golongan III dan IV antar unit di
Kementerian.

Bagian Kedua

Pemindahan Antar Unit

Pasa169

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Mutasi dan

Disiplin Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan

Kepegawaian untuk menandatangani usulan pemindahan,

mempekerjakan, dipekerjakan, dan diperbantukan bagi PNS

dari Kementerian ke instansi lain atau sebaliknya.

Pasal 68

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi

dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk

menandatangani surat pernyataan persetujuan pindah antar

instansi bagi PNS dari Kementerian ke instansi lain atau

sebaliknya.
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Pasal74

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani perubahan

keputusan yang ditandatangani oleh Menteri;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani perubahan keputusan yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;

c. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada

Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani

perubahan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala

Biro Organisasi dan Kepegawaian.

BABXXIII

PERUBAHANKEPUTUSAN

Pasal 73

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Bagian

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Biro

Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro

Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani

pemberian izin untuk mengikuti pendidikan formal sampai

dengan program strata satu (SI) bagi PNS di Kementerian.

Pasal 72

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani pemberian

tugas belajar program strata satu (S1), strata dua (S2),

dan strata tiga (S3) bagi PNS di Kementerian;

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk

menandatangani pemberian izm belajar program strata

dua (S2) dan strata tiga (S3) bagi PNS di Kementerian.

BABXXII

PEMBERIANTUGASDANIZINBELAJAR
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Pasal 76
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.06/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang
dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan
Pemberhentian Sementara, Pemberian izin Cuti, Izin

Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan
Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi;

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.13/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang
dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan
dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS serta Mutasi Kepegawaian Lainnya

di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.O1/MEN/ II/ 2008 tentang Pendelegasian Wewenang
yang Berkaitan dengan Mutasi Kepegawaian bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan
Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi; dan

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.91/MEN/VI/2004 tentang Pendelegasian
Wewenang Untuk Melaksanakan Pelantikan Pejabat
Struktural dan Pengambilan Sumpah/ Janji PNS di
Lingkungan Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABXXV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 75

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa

penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang

kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen

tanda tangan pejabat yang berwenang.

BABXXIV

KETENTUANLAIN-LAIN
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SESUAI DENGAN ASLINYA

BEIDTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 553

WIDODO EKATJAHJANA

ttd.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTEIDAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

M. HANIF DHAKIRI

ttd.

MENTEIDKETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 77

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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